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Abstrak
 

Pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak-

pajaknya dikenal sebagai sistem self assessment, merupakan salah satu upaya mencapai peningkatan

penerimaan negara dari sektor pajak yang dimulai pada saat reformasi peraturan perundang-undangan

perpajakan tahun 1984. 

<br><br>

Salah satu undang-undang yang diberlakukan adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan

memperhatikan perkembangan yang terjadi hingga saat ini telah disempurnakan dengan perubahan sebanyak

dua kali yaita pada tahun 1991 dan 1994. 

<br><br>

Dalam situasi perekonomian yang normal dan pelaksanaan pembangunan yang berjalan lancar, pengalihan

hak atas tanah dan atau bangunan berpotensi besar untuk mempero]eh penghasilan yang dapat dikenakan

Pajak Penghasilan, sehingga dapat diandalkan untuk menjamin penerimaan negara. 

<br><br>

Dengan demikian telah diatur pemungutan pajaknya dengan mengeluarkan peraturan pemerintah, yang

hingga saat ini telah dikenal tiga peraturan pemerintah yang mengaturnya dengan beberapa peraturan

pelaksanaannya, terakhir dengan penerapan tarif yang bersifat final sehingga memudahkan penghitungan

pajak terutang bagi Wajib Pajak. 

<br><br>

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa klien penulis yang melakukan transaksi

pengalihan hak atas tanah, selain itu jugs dilakukan kepada rekan-rekan penulis yang menjalankan

jabatannya selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta para pejabat di Kantor Pertanahan

Kotamadya/Kabupaten Badan Pertanahan Nasional, maka telah didapat keterangan bahwa kebijakan

perpajakan untuk transaksi semacam ini tidak selalu dirasakan lebih baik bagi para Wajib Pajak dan banyak

diantara para pejabat yang terkait dengan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang

kurang memahami peraturan perpajakan ini sehingga dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud dari

pemberlakuan peraturan ini. 

<br><br>

Walaupun pemberlakuan peraturan yang mengaturnya telah memperhatikan asas-asas perpajakan yang

lazimnya berlaku, akan tetapi masih dirasakan adanya penyimpangan bagi Wajib Pajak.
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